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PUTUSAN
Nomor 3259/Pdt.G/2024/PA.Sda
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
putusan dalam perkara cerai talak antara:
Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara
Nasional Indonesia, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten
Sidoarjo, sebagai Pemohon;
melawan
Termohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXX Kalimantan
Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 22 Agustus 2024
mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 3259/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 22
Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10
Februari 2017, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan
Agama Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, sesuai Kutipan Akta Nikah
Nomor: XXXXXXX tertanggal 10 Februari 2017;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah Pemohon di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (Bada Dukhul), namun
belum dikaruniai anak;
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3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi
sejak bulan Januari Tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering
terjadi perselisihnan dan pertengkaran yang disebabkan
a. Termohon sering bersikap egois
b. Ternohon sering membantah Pemohon;
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei
tahun 2019 Termohon meninggalkan Pemohon pulang kerumah Termohon,
akibatnya Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga
kini sudah berjalan selama 5 tahun 3 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan
Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon
telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon
sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan
(berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut
Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan
sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.
Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memanggil para pihak, memeriksa dan
mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap
(Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;
Subsider :
Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan
yang seadil-adilnya ;
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Bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai Tentara Nasional
Indonesia telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari
Komando Resort Militer 0816, dengan suratnya Nomor: SIC/06/VII1/2024,
tanggal 20 Agustus 2024;

Bahwa Termohon dalam kapasitasnya sebagai Pegawai Negeri Siplil
telah memperoleh Surat Keterangan sebagai Izin Perceraian dari Kepala Dinas
Kesehatan, Kabupaten Banjar, dengan suratnya Nomor:
400.12.3.2/2084/SET.1-DINKES tanggal 9 Agustus 2024;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di
persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh
suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon
tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii pemohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A.SURAT
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Takeran Kabupaten Magetan
Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXXXX Tanggal 10 Februari 2017. Bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
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2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXX Bukti surat
tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya
yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti
(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor XXXXXXX atas nama
XXXXXXX Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
B.SAKSI
Saksi 1., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia,
bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi
adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah
pasangan suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal
dirumah Pemohon di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon, dan belum
dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon
dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai
perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering
bertengkar yang penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI;
- Bahwa Gaji Pemohon kurang lebih antara Rp. 7.000.000,- sampai
dengan Rp. 8.000.000,-
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan
Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;
- Bahwa Selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada
Termohon, dan tidak saling mengunjungi.
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- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun

kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.
Saksi 2., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia,
bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi

adalah teman Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah

pasangan suami istri.

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal

dirumah Pemohon di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon, dan belum

dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon

dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai

perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering

bertengkar yang penyebabnya saksi tidak tahu;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai anggota TNI;

- Bahwa Gaji Pemohon kurang lebih antara Rp. 7.000.000,- sampai

dengan Rp. 8.000.000,-

- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan

Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;

- Bahwa Selama berpisah Pemohon tidak memberi nafkah pada

Termohon, dan tidak saling mengunjungi.

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun

kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana

tertuang dalam berita acara sidang;
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Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohonan Pemohon adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Tentara Nasional Indonesia telah
memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Komando Resort
Militer 0816, dengan suratnya Nomor: SIC/06/VI111/2024, tanggal 20 Agustus
2024, dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi syarat administratif
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan
perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah memperoleh iizin atasan,
sehingga baik Pemohon maupun Termohon telah memenuhi syarat
administrative untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama
Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama
Sidoarjo;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan
oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak
pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak
Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130
HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak
berhasil;
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan
pendapat ahli figih yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam
Kitab Ahkamul Qur’an juz Il hal. 405 yang artinya berbunyi:

Al GaY (2 5 g 8 DY) S (g Sl 22
Artinya; “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam,
kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim,
dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak
adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering bersikap egois dan
Ternohon sering membantah Pemohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat
didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka
Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya
dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta
Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan
akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon
telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya
dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu
bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda

Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan
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aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
tempat tinggal Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah berupa fotokopi Surat Izin
Perceraian an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan
aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Surat
Izin Perceraian Pemohon bagi PNS sehingga bukti tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon
tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah
menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah
fakta yang diketahui sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang
merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi
telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo
Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah
mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan
keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH
Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh
karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, dan P.3 serta
keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinannya belum
dikaruniai anak
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3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering
bersikap egois dan Ternohon sering membantah Pemohon

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5
tahun 3 bulan

5. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
lagi saling berkomunikasi, dan hubungan keduanya putus sama sekali;

6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya,
tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan
bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;

2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk
dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan antara Pemohon
dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus dan telah berpisah tempat tinggal serta keduanya sudah tidak
saling berkomunikasi baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur’an Surat Al Bagarah ayat 227 :

o Gl lsaze Ol
Artinya “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka
petitum pemohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut
memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan

dengan putusan Verstek;
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Tentang Nafkah Iddah dan Mut’ah

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan ini jatuh karena Talak
(seorang suami yang mempunyai kehendak melakukan perceraian), maka
seluruh kewajiban melekat atas diri seorang suami terhadap bekas isterinya
haruslah diterapkan, hal ini sejalan dengan tujuan diterbitkannya Perma nomor
3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan
Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (d) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan
kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau
menentukan sesuatu kewajiban bagi isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi
Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas
suami wajib memberikan Mut'ah kecuali isteri dalam keadaan gobla dukhul,
selain itu Bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada
bekas istri selama dalam masa iddah, sepanjang bekas isteri tidak dalam
keadaan nuzusy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka
Hakim Tunggal berpendapat bahwa kata “dapat” dalam ketentuan pasal 41 (c)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat ditafsirkan Hakim boleh secara ex
officio menetapkan kewajiban mut’ah dan nafkah iddah terhadap bekas isteri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa
Termohon dalam keadaan ba'da dukhul dan sudah dikaruniai anak dari
perkawinannya dengan Pemohon, dan tidak ditemukan pula adanya unsur-
unsur yang dapat menyebabkan Termohon sebagai isteri masuk dalam kategori
nusyuz, oleh karena itu tidak ada hal-hal yang dapat menggugurkan haknya
Termohon sebagai seorang bekas isteri yang diceraikan suaminya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran nafkah yang harus
ditunaikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya Hakim Tunggal wajib
mempertimbangkan kebutuhan standar bagi bekas isteri, serta aspek
kemampuan bekas suami dan kepatutan bagi kedua belah pihak;
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Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa
saat ini Pemohon bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia dengan
penghasilan sebesar Rp. 7.000.000,00 (Tujuh Juta Rupiah) sampai Rp.
8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah) setiap bulan, oleh karena itu dalam hal
kewajiban tentang nafkah iddah, Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah
selama dalam masa Iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 x 3 bulan = Rp.
4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) selama 3 bulan, kepada
Termohon;

Menimbang, atas kesanggupan Pemohon tersebut Hakim Tunggal
berpendapat bahwa kesanggupan Pemohon telah sesuai dengan kemampuan
Pemohon bekerja di Pabrik dengan penghasilan sebesar UMUR Jombang
bulan Rp. 2.500.000,00 (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, dan
sesuai pula dengan kepatutan bagi kedua belah pihak, sehingga besaran
nafkah iddah yang wajib diberikan Pemohon kepada Termohon selama dalam
masa iddah, sesuai dengan kesanggupan Pemohon, yaitu sebesar Rp.
4.500.000,00 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa selain kewajiban nafkah selama dalam masa
iddah, Pemohon juga berkewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak bagi
bekas isteri, hal ini sesuai pula dengan Firman Allah dalam Al Qur’an Surat Al
Bagarah ayat 241 yang artinya : Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan
(hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan
kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon mut’ah berupa uang
sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nominal mut'’ah yang wajib
diberikan Pemohon kepada bekas isterinya, Hakim Tunggal dengan
mempertimbangkan masa perkawinan Pemohon dan Termohon yang baru
dijalani selama lebih kurang 7 tahun, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa
kesanggupan Pemohon yang dinyatakan di dalam persidangan, telah
memenuhi unsur kepatutan dan keadilan bagi kedua belah pihak, oleh karena
itu jumlah atau besaran mut'ah yang wajib diberikan oleh Pemohon kepada
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Termohon adalah sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah)

Menimbang, bahwa untuk memberikan kemudahan dan perlindungan
terhadap hak-hak Termohon, maka kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan
Hakim Tunggal tersebut di atas harus diserahkan Pemohon kepada Termohon
pada saat sebelum pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak, kecuali apabila
Termohon tidak keberatan hak-haknya tersebut dibayarkan setelah pengucapan
ikrar talak, ketetapan ini telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran
Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i
terhadap (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
4, Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
- Nafkah selama dalam masa Iddah (selama 3 bulan)
sebesar Rp. 1.500.000,00 X 3 = Rp. 4.500.000,00 (Empat Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah)
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta
Lima Ratus Ribu Rupiah)
Yang harus ditunaikan sebelum lkrar Talak diucapkan di depan sidang
Pengadilan Agama Sidoarjo;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
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Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024
Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh saya Siti
Hanifah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal
tersebut dengan dibantu oleh Setianto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

TTD

Siti Hanifah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Setianto, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 100.000,00
Panggilan Rp 1.350.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Sumpah Rp 100.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 1.520.000,00

(satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 3259/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



